
FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 _2026

vtst

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2021 - 2026 merupakan implementasi

dari visi Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode f ahun 202'l-2026 yaitu:

,,PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"

MISI

1 Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih

akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara

prima kepada masyarakat;

Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat

Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna

mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik lndonesia;

Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan

papan secara layak;

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan

derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan

mendorong simpul - simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan

dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi

kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi

lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan

usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja;

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui

optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / lnfrastruktur

dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.
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MISI,
TUJUAN DAN

SASARAN
STRATEGIS

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan

lndikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe

Penghitungan dan Sumber
Data)

(1) (2) (3)
Misi '1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif,

bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan
pelayanan secara prima kepada masyarakat

Tujuan :Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan baik dan
kualitas pelayanan
publik

lndeks
Birokrasi

Reformasi .Alasan Pemilihan
lndikator:
lndikator ini dipilih untuk
mengetahui tingkat
implementasi Reformasi
Birokrasi Kabupaten
Purbalingga

r Formulasi Pengukuran:
tndeks RB = 93!!!!!!!J! * lggo7o

.Tipe Penghitungan :

Non Komulatif
. Perangda

Penanggungjawab:
Badan Keuangan Daerah

. Sumber Data :

LHE RB Kemenpan dan
RB

Sasaran:Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
daerah

Ni|ai SAKIP .Alasan Pemilihan
lndikator :

lndikator ini dipilih untuk
mengetahui tingkat
implementasi SAKIP
Kabupaten Purbalingga

.Formulasi Pengukuran:
N ilai Evaluasi AKIP -,"0^'::#?",," 

"roo","
o Tipe Penghitungan :

Non Komulatif
. Perangda

Penanggungjawab:
Badan Keuangan Daerah

. Sumber Data :

LHE RB Kemenpan dan
RB
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 _2026

URUSAN PEMERINTAH
YANG DILAKSANAKAN

TUGAS

FUNGSI

5.02 KEUANGAN

Membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang Keuangan yang menjadi
kewenangan daerah,

a. penyusunan kebijakan teknis di
bidang Keuangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang Keuangan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis
di bidang Keuangan;

d. pembinaanteknis penyelenggaraan
fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang
Keuangan;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan
badan;

f. pengendalianpenyelenggaraantugas
UPTB;

S. pelaksanaan fungsi kedinasan lain
yang diberikan oleh Bupati, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

MISI,
TUJUAN DAN

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan lndikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan

Sumber Data)

(1) (2) J
Tujuan 1 :

Terwujud nya
pengelolaan
pendapatan, keuangan
dan aset daerah yang
efektif, transparan dan
akuntabel

Status Opini BPK
terhadap
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Alasan Pemilihan lndikator :
Opini BPK merupakan instrumen yang
sudah berlaku umum (generally
accepted) yang digunakan untuk
mengukur dan menilai kualitas
pengelolaan keuangan Pemerintah
PusaVDaerah, mulai dari proses
penganggaran sampai dengan
pertanggungjawaban yang meliputi 4
(empat) kriteria, yaitu
(i) Kesesuaian dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan;
Kecuku an Pe ka an
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NAMA
DAERAH

PERANGKAT : BADAN KEUANGAN DAERAH
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Mlsl,
TUJUAN DAN

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan lndikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan

Sumber Data)

(1) (2) (3)

Sumber Data :

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
terhadap Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

(iii)Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan; dan

(iv)Efektivitas Sistem Pengendalian
lntern.

. Formulasi Pengukuran:
Opini hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas
Laporan Keuangan Daerah :

1 . Opini Wajar Tanpa Pengecualain
(WTP) skor 100%

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) skor 75%

3 Opini Tidak Wajar (TW) Skor 50%
4. Opini Tidak Memberikan Pendapat

(TMP) skor 0%
. Tipe Penghitungan :

Non Komulatif

Perangda Penanggungjawab:
Badan Keuangan Daerah

a

Sasaran 1:

Meningkatkan Kualitas
dan Ketepatan Waktu
Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah

Presentase
Dokumen
Penganggaran dan
Dokumen
Pertanggungjawaba
n Anggaran yang
ditetapkan Tepat
Waktu

o Alasan Pemilihan lndikator :

lndikator ini dipilih untuk mengetahui
apakah persetujuan APBD dan
Pelaporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD ditetapkan tepat
waktu
1. PP No 12 Tahun 2019 Pasal 106

ayal 1 : Kepala Daerah dan DPRD
wajib menyetujui bersama
Rancangan Perda tentang APBD
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setiap
tahun.

2. PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 190
(1) Laporan keuangan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud
pada Pasal '189 ayat (1) disusun dan
disajikan oleh kepala SKPKD selaku
PPKD sebagai entitas pelaporan
untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah dalam rangka memenuhi
ertan UN awaban elaksanaan
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MISI,
TUJUAN DAN

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan lndikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan

Sumber Data)

(1) (2) (3)
APBD.
(2) Laporan keuangan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo
anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Formulasi Pengukuran:

PW, .n,
2

Persetujuan APBD
2 1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran skor 100%
-<1 (satu) bulan sebelum dimulainya
tahun anggaran skor 90%

Penyampaian LKPD
- Januari s.d Maret Tahun N+1 skor
100To
-Lebih dari Maret Tahun N+1 skor g0%

o Tipe Penghitungan :

Komulatif

Perangda Penanggungjawab:
Badan Keuangan Daerah

o Sumber Data :

SKPD Se Kabupaten Purbalingga

Persentase
Kenaikan PAD

. Alasan Pemilihan lndikator :

lndikator ini dipilih karena Pendapatan
Asli Daerah (PAD) mampu memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan
Pendapatan Daerah, sedangkan dengan
meningkatnya Pendapatan Daerah
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Mlsr,
TUJUAN DAN

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN
(Alasan Pemilihan lndikator, Formulasi
Pengukuran, Tipe Penghitungan dan

Sumber Data)

(1) (2\ (3)
maka akan meningkatkan Penerimaan
Daerah yang dapat dipergunakan untuk
membiayai Pembangunan Daerah.

. Formulasi Pengukuran:
(Reolisasi P AD T ahun n- Realisasi P AD T ahtn n-l)

Realisasi PAD Tahtn n-1
x 100%

a Tipe Penghitungan :

Non Komulatif

Perangda Penanggungjawab:
Badan Keuangan Daerah

. Sumber Data :

SKPD pengelola pendapatan

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan
BAKEUDA

Nilai
BAKEUDA

SAKIP o Alasan Pemilihan lndikator :

lndikator ini dipilih untuk mengetahui
tingkat implementasi SAKIP Badan
Keuangan Daerah

Formulasi Pengukuran:
='"o"'::*:"'" , roox

o Tipe Penghitungan :

Non Komulatif/Komulatif

o Perangda Penanggungjawab:
Badan Keuangan Daerah

a Sumber Data :

LHE RB Kemenpan dan RB

Purbalingga, Januan 2023

BAKEUDA

LINGGA
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ma Muda

71998031005


